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TENTANG
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Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwadengantelahditetapkannyaPeraturanDaerah
fabupaten -Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedui Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 5 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata

ii;;;- bir"* Daerah Kabupaten Katingan, maka perlu

ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Uraian T\rgas
p"a"ri, Fungsi dan Tata Xerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi KabuPaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
p"a" huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Katingan;

undang-undang Nomor 8 Tahun t974 tentang Pokok-Pokok

fepega:waian (Ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun

lg74 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-UndangNomor4STahun|999tentang
Perubahan Ata; UndangUnd'ang Nomor 8 Tahun L974

l""t""S Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

n"prrUiif. Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3S9o);

undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oo2 tentang Pembentukan

Kabupiten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas'

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten MYf*'g Raya dan

Kabupaten Barito- Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

[L"*fi"r"" Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor

i8, Tambatrarit embaian Negara Republik Indonesia Nomor

4180);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
pembentukan -Peraturan Perundang-undangan (Lembara:e

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82'
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

2.

3.



4.

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur llfil
n"g*" (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 6, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 549a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

nepuUfif< Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

a"ig"" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perribahan Kedua atal Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2oL4tentangPemerintalranDaerah(l,embaranNegara
RepubliklndonesiaTahun2olsNomorSs,Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

l;il; Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lem^baran Negara

n"p"Ufit InJonesia Tahun tgg+ Nomor 22' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l5a7l;

PeraturanPemerintahNomorlooTahun2oootentang
p""g""gt"tan pelawai Negeri sipil Dalam_Jlbatan Struktural

il"ri6"I"n Negari Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

\gZ, Tunbah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

+orbt sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang Perubahan

Ata"s Peraturan Pemerintah Nomor 1OO tentang Pengangkatan

i"g"*"i Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (LembarT

NLEara Ref,ubfik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33,

tairbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a].9al;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa:n

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemeriitahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2oo7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
- 
Negara Republik

InJonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aTaLl;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oLt tentang
pembentukan Peraiuran Perundang-Undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2oL4Nomorl99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Pemeriitah Kabupaten Katingan (Lembaran

DaerahKabupatenKatinganTahun2o0sNomor3);

6.

7.

9.

10.



13. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 20 15

;,""tp"rubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang organsasi dan Tata

Kerja-binas Daerah Kabupaten Katingin (Lembara', Daerah

xa-tiupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan

L,embaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 
-Tahun 

2OLO

l""t""S perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

No*o'"s7Tahun2oo7tentangPetunjukTeknisPenataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O. Tahun 2015

lentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara

n"p"Uiif. Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK' FUNGSI

DANURAIANTUGASTATAKERJAPADADINASSoSIAL,
TENAGA KERJ& DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengart :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan'

2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakila, rakyat dlerah menurut asas otonomi dan

irrg.. pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan pinsif Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
Dasar Negara Rlpublik Indonesia Tahun 1945'

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4.PerangkatDaerahadalahorganisasi/Lembagap"4"
Pemerintah Daerah, terdiri atas sekretariat Daerah,

sekretariat DPRD, birr"" Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah.

5. Bupati adalah BuPati Katingan'

6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

7. Dinas adalah Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KabuPaten Katingan-

S.KepalaDinasadalahKepalaDinasSosial,TenagaKerja
dan Transmigrasi Kabupaten Katingan'

14.

15.

Menetapkan



g. Pegawai Negeri Sipil, -yang 
selanjutnya disingkat PNS

adalah .u"tg" ,r"g*. Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu,diangkat"sebagaiPegawaiAparaturSipilNegara
secara tetap A;h peja6at p"*!lll kepegawaian untuk

mend.udur.i :"u"tao' plmerin-tah di lingkungan Pemerintah

KabuPaten Katingan'

10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungiawab,, wewenang dan hak

seseorang pN-S- a?r"* raigka-menjalankan tugas poko!<

d; furigsi keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tqiuan organisasi'

11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenans da1 l'*
seseorangPNSdalamsuatusatuanorganisasiyangd3lam
pelaksaant,g"""y"didasarkanpadakeahliandan/atau
teterampilanLrtentu serta bersifat mandiri dan kenaika'
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit'

12. Nama-narna jabatan fungsional umum adalah sebutan-- y;t menjadi identitas penamaan jabatan di bawah

eselon IV.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

SusunanOrganisasiDinasSosial,TenagaKerja,dan
Transmigrasi terdiri dari i

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiart;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagran Pen5rusunan Program dan Pelaporan'

3. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan Sosial;

b.SeksiPelayanandanRehabilitasiSosial;dan

c. Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial'

4. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan :

a.SeksiPerencanaan,PenempatandanPerluasanTenaga
Kerja;

b.SeksiPelatihan,PeningkatanProduktivitasdan
Pemagangan Tenaga Kerja; dan

c.SeksiPembinaandanPengawa.SanTenagaKerja.

5. Bidang Ketransmigrasian, membawahkan :

a. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;

b. seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitasi
PerPindahan; dan

c. Seksi Peningkatan Mutu dan Ketrampilan'



6. KelomPok Jabatan Fungsional;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas'

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

DINASSOSI"AL,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 3

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrassi

ftlrp"t"" Katingan mery-gunyai tugas melaksanakan

x"#it"t gan desetitt*li"*"i aiUiaang dan tugas Pembantuan

aigid""iSosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi'

Pasal 4

Untukmelaksanakantugassebagaimarradimaksuddalam
p"*J 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Kesejahteraan

Sosial,r"""ga-Kerja,danKetransmigrasiansesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Kesejahteraal

Sosial,t"t.gtKerja,danKetransmigrasiansesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai

kebdaksan**tt y*g ditetapkan oleh Bupati;

d.Merumuskandansingkronisasirencanadanprogram
pembangunan Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja'- dan

ketransmigrasian atas dasar keterpaduan,

kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Katingan;

e. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada

bawahan "g"it rg.s dapat dilaksanakan dengan baik;

f. Mengatur dan mengkoordinasikan sekretaris, Kepala

Bidairg, Kepala Su6 Bagran dan Kepala Seksi di

lingkung"rrDirr*"sosial,TenagaKerja,danTransmigrasi
KabupatenKatinganagarsesuaidansalingmendukung
dalam melaksanakan tugasnYa;

g. Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang di

lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerjlda+ Transmigrasi

xa6upaten Katingan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

sebagai bahan pEnilaian prestasi kerja dan peningkatan

karier;

h. Memberikan masukan, usul serta saran kepada Bupati

Katingan baik dalam penJrusunan kebijakan' pemecahan

masalah maupun dalam rangka pembinaan yang

berkaitan denjan pembangunan Kesejahteraan Sosial,

Tenaga Kerja, dan Ketransmigrasian ;



1. Men5rusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan

pertanggung jawaban BuPati;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati.
J.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 5

(1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas - 
memberikan

pelayanan "d-iri"tt.ti 
di lingkungan Dinas Sosial'

i"t "g" 
Keda, dan Transmigrasi Kabupaten Katingan

mefifuti urusan kepegawaian, keuangan surat men]rurat,

perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan;

(2)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada' ' ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a.Menyrrsundanmerencanakanpfograrn-sertalangkah-
hngkah kegiatan sekretaris sebagai acuan

pelaksanaan tugas;

b.Mengkoord'inasikandanmendistribusikantugas
tepitla ""u u"gian di lingkungan sekretariat sesuai

bidang t rg"t irasing-maiing agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik;

c. Memberikan petunjuk kepada para Sub Bagtan di

tingtcunjan slmetariat baik tertulis maupun lisan

agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan

Perundang-undangan Yang berlaku;

d. Mengoreksi dan mencermati hasil kerja Par? Sub

BagiandilingkunganSekretariatsesuaidengan
petirnjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak
ierjadi kesalahan atau kekeliruan ;

e.MengevaluasidanmenilaihasilkerjaparaKepalaSub
BagianditingtnrnganSekretariat,berdasarkanhasil
kegiatan Vaig dicapai sebagai bahan pembuatan

Daftar PenilJan Prestasi Kerja dan peningkatan

karier;

f. Mer:yelenggarakan administrasi kepegawaian dan

menyiapk& bahan-bahan dalam menetapkan

teUgatln, pengolahan data pegawai di lingkungan

Dinas Sosial, Tenaga Kerjl, dan Transmigrasi

Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan

Perundang-undanganyangberlalnrsertamengadakan
koordinasl dengin 

-Badan Kepegawaian Daerah

KabupatenKatinganuntukkelancaranpelaksanaan
tugas ;

g. Menyelenggarakan administrasi keuangan'

perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta

pertanggung jlwaban keuangan berdasarkan

ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlakusertamengadakankoordinasidenganDinas
pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KabupatenKatinganuntukkelancaranpelaksanaan
tugas;



h. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan'

inventariJ-a"r, pemeliharaan barang, berdasarkan

ketentuandanPeraturanPerundang-undanganyang
berlakusertamelakukankoordinasidenganbaglan
umum dan perlengkapan Sekretaris Daerah

kabupaten Katirr.gan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

i. Menyelenggarakan urusan surat menyurat' rumah

tangga, protokol, keamanan dan umsan lainnya yang

belum diuraikan Pada bidang ini;

semua Pelaksanaan tugas
kepada KePala Dinas baik

j. MelaPorkan
Sekretariat
maupun

dan kegiatan
secara lisan

tertulis disertai saran
untuk mendaPatkan Petunjuk

dan
lebihpertimbangan

lanjut;

k. Men5rusun informasi dan laporan ,g1q* Sekretariat

sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;

l.Melakukantugasdinaslainyangdiberikanoleh
KePala Dinas.

(3) Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan'

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Umum-dan Kepegawaian mempunyai
'-' lri"* melakukin urusan Kepegawaian, *rat men5rurat,

Hubungan Masyarakat, Protokol dan Rumah Tangga

serta Informasi.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Memahami Perattrran Perundang-undangan dan

ketentuan lain yang diperlukan untuk pedoman

melaksanakan tugas;

b. Men5rusun Program kerja Sub E"F* Umum dan

Kepegawaian sJbagai pedoman melaksanakan tugas ;

c.Membagidanmendistribusikantrrgas,sertamemberi
petunju? kepada bawahan ( staf ) di lingkungT -Sub
bagian Umum dan Kepegawaian sesuai bidang

tugasnya-masing-masing agar. semua tugas lerbagt
ha6is, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan serta plrundang-undangan yang berlaku;

d.Memeriksadanmengoreksinaskahhasilkerja
bawahan di lingkungan Sub Bagran Umum dan

Kepegawaian untuk menghindari dari

kesalahan / kekelir'uan;



e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kSSratan Sub

Bagian Umum dan Kepega*aiatt kepadl Sekretaris

baik secara lisan *auput' tertulis untuk
mendapatkan petunjuk lebih lanjut;

f. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja

terkaituntukkelancaranpelaksanaantugas;
g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada

bawahan di lingku"gtn Sub Bagian Umum dan

KePegawaian;

h. Mengad'akan evaluasi terhad'ap tugal dan- kegiatan di

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

seSagai- bahan pertimbangan pelaksanaan tugas

berikutnYa;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

sesuai bidang tugas;

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagran Keuangan mempunyai tugas
' ' *"ttt rkan urusan Perencanaan Keuangan'

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan .dan
ketentuanlainyangdiperlukanuntukmenunjang
pelaksanaan tugas;

b. Men5rusun Program kerja Sub Bagian Keuangan

sebagai pedoman melaksanakan tugas;

c.Membagidanmendistribusikantugas,sertamemberi
petunju-i< kepada bawahan dilingkungan Sub Bagian

keuangan sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing agat semua tugas terlagi habis' serta

dapat ?it*t"rrrakan sesuai dengan ketentuan serta

Perundang-undangan Yang berlaku;

d. Men5rusun rencana anggaran -!e]anja 
rutin dan

pemtangunan Dinas Kesihatan Kabupaten Katingan

dalam blntuk DPA dan berkoordinasi dengan para

Sub Bagian dan Kepata Seksi pada Bagian/Bidang di

lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja' dan

Transmigrasi KabuPaten Katingan;

e.MengkoordinirpenyiapandanauntukkegiatanRutin
dan Pembangunan;

f. Membuat dan memeriksa konsep surat men]rurat
yang berhubungan dengan administrasi keuangan;

g.Melakukarrkoordinasidenganinstansi/unitkerja
lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Mengkoordinasikan pembuatan laporan keuangan;



Melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban baik

"t 
gg"t"t rutin maupun pembangunan sebelum

Ji-ffip6f.at, ke Dinas Pendapat*,,- P-"'gelolaart

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;

Mengadakan evaluasi terhadap tugas dan kegiatan di

Hngfirngan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan

unluk riembuat dan menyampaikan laporan' saran

d; pertimbangan kepada Kepala ?f"-" melalui

Sekreiaris untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

sesuai dengan bidang tugas'

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program dan Peiaporan

Pasal 8

{1) Kepala Sub Bagian Penvu:u?an Pl:FjTdan Pelaporan

mempunyar tugas melakukan urusan Penlrusunan

Program dan PelaPoran.

(2) Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan

mempunyai fungsi :

a. Memahami peraturan perundang-undangan .dan
ketentuan lain yang dipeilakukan untuk menunjang
pelaksanaan tugas.

b. Men5rusun program keda yang berhubungan dengan

pehksanaan kegiatan Sub Bagian Pen5rusunan

Program dan Pelaporan sebagai pedoman

melaksanaan tugas.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja

terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas'

d. Mengkoordinir pembuatan laporan untuk bahan

evaluasi pelakJanaan tugas serta - saran dan

pertimbanian Kepala Kepala D-inlas melalui sekretaris

Lntuk mettd"p"t petunjuk lebih lanjut'

e.Membagidanmendistribusikantugassertamemberi
petunirit< kepada bawahan (stafl di lingkungan
Sub Bagian Pen5rusunan Program 

. 
dan Pglaporan

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masmg agar

semua tugis terbagi habii, serta dapat dilaksanakan

sesuai dingan ketentuan peratrrran perundang-

undangan Yang berlaku'

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

j.

k.



Bagian Ketiga
BIDANG KESF^IAHTERAAN SOSIAL

Pasal 9

(1)KepalaBidangKeggjahtetaan.sosialmempunyaitugas
melaksanakan"pembiiaan dan pengendalian pelaksanaan

Kesejahteraan Sosial serta Koordinasi pelayanan bantuan

sosiil, jaminan sosial dan peningkatan T't' pemberday-aan

Sosial, mengkoordinasikan-program kegiatan bidang bidang

".u"g"i 
bah;n perencanaan kegiatan- Dinas sosial, Tenaga

Xerji dan Transmigrasi Kabupaten Katingan'

(2) Untuk menyelenggarakal. tugas .ngkok sebagaimana'

dimaksudpadaayat(1),BidangKesejahteraalrmempunyal
fungsi :

a.Menyusundanmerencanakanprogramsertalangkah.-- 
langkatr tegiatan Bidang Pelayanan Kesejahteraan sosial

sebagai acuan Pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada

seksi ai ri"gr.""g"" Bidang Kesejahteraan sosial sesuai

bidang tufas masing-masing agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik;

c. Memberikan petunjuk kepada para I.(epala 
- 
Seksi di

lingkungan fiaang Kesejahteraan 9.9"id baik tertulis

maupunlisanagartugasdapatdilaksanakansesuai
dengan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengoreksi dan mencermati hasil keda para Seksi di

lingkunganBidangKesejahteraansosial,sesuaidengan
peiuniuf dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan atau kekeliruan;

e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja para Kepala Seksi di

lingkung"" gia"rrg Kesejahteraan sosial, berdasarkan hasil

kegiatan yang dirapai sebagai bahan pembuatan daftar
p"iit"i"., preJtasi rerja dan peningkatan karier ;

f.Menyelenggarakanjangkauan-kesejahteraansosial
terutama:-k"p.a. 

-kelompok Penyandang Masalah

Kesej ahte taarl Sosial ;

g.Mengkoordinasikanpenyusunanlaporanbulanan,triwulan
dan t"ttrr"""llAKli Dinas Sosial, Tenaga Kerja' dan

TransmigrasiKabupatenKatinganY?'gbersumberdari
data laporan para Bidang dan Sekretariat ;

h. Melaporkan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang

Kesejahteraan sosial kepada Kepala Dinas baik secara

lisan maupun tertulis diiertai saran dan pertimbangan

untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;

i.Menyusuninformasidanlaporan-BidangKesejahteraan
SosialsebagaipertanggungjawabankepadaKepalaDinas;

j.MelakukantugasdinaslainyangdiberikanolehKepala
Dinas.



(3) Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan Sosial;

b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan

c. Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial'

Paragraf 1

Seksi Pemberd aY aarL So sial

Pasal 10

(L) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai - tugas

melakukan perencanaan pembinaan dan pengembangan

sertapengawasan penyelenggaraan pelayanan Pemberdayaan

Sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan- tugas pokof sebagaimana

dimaksud p."du. "Ft 
(1), Pemberdayaan Sosialmempunyai

fungsi:
a. Memahami Peraturarl perundang-undangan dan ketentuan- 

lain yangdiperlukan untuk pedoman melaksanakan tugas;

b.MenyusunprogramkerjaSeksiPemberdayaanSosial
sebagai pedoman melaksanakan tugas;

c. Membagi dan mendistribusikan tugas, serta memberikan
petunjul kepada bawahan di lingkungan Seksi

i'emberdayaan Sosial sesuai bidang

d. tugasnya masing.masing agar semua tugas terbagi habis,

*"fr" dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta

perundang-undangan Yang berlaku;

e. Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan sosial Komunitas

Adat TerPencil (PKS-I(AT) ;

f. Melaksanakan pembinaan organisasi sosial Masyarakat,

dan Tenaga Kesejahteraan sosial Masyarakat , pembinaan

pemuda;

g.Mempersiapkanbahandanmelaksanakanpembinaan- Kesejahterian Sosial Fakir Miskin ;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Mengumpulkan dan mengolah - 9"h* pembinaan'

pengawasan, perkembangan pelaksanaan program

pemberdayaan Sosial;

j. Menyusun data dan laporan tahunan seksi Pemberdayaan- 
Sosial untuk pelaksanaan berikutnya;

k. Mel,aksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugas.



Paragraf 2
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

(1) Kepala seksi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial melakukan
'-' *"rrgumpulkan, mengelola dan menganalisa serta

men!-ajikan data-data yang mendukung pelayanan dan

rehabilitasi sosial.

(2) Untuk menyelenggarakal - tugas poko\ sebagaimana
' 'dimaksud paia ffi 1f1, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial memPunyai fungsi :

a. Memahami perattrran perundang-undangan dan

ketentuan lain yang diperlukan untuk pedoman

melaksanakan tugas;

b. Menyusun program kerja Seksi Pelayanan dan

Rehabilitasi So"i*t dan pen5rusunan program sebagai

pedoman melaksanakan tugas;

c. Membagi dan mendistribusikan tugas, serta memberikan
petunju'i< kepada bawahan dilingkungan sekst l,:l"lf*
d*r, ,Lrrrbilitasi sosial dan penyusunan program sesual

bidang tugasnya masing-masing a€ar semua tugas

terbafr ha6is, ierta dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuansertaperundang-undanganyangberlaku;
d. Melaksanakan dan rehabilitasi anak nakal dan korban

penYalah gunaan obat dan NaPza;

e. Melaksanakan rencana program dan pembinaan

Kesejahteraan Lanjut Usia;

f. Melaksanakan pembinaan nilai-nilai kepeloporan,

keperintisan dan kePahlawanan;

g. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial anak

terlantar;

h. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;

i. Mengumpulkan dan mengelolah bahan pembinaan'

pengawa=.r, p.tk"mbangan pelaksanaan program seksi

belayanan dan Rehabilitasi Sosial;

j. Menyusun data dan
dan Rehabilitasi Sosial

laporan tahunan seksi PelaYanan

untuk pelaksanaan berikutnYa;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugas.

Paragraf 3
Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial

Pasal 12

(1)KepalaSeksiBantuanSosialdanJaminanSosial
mempunyan ir-rg"* melakukan mengumpulkan' mengelola

dan *errg"rralist serta meny4jikan . 
data-data yang

mendukun[ seksi Ba*tuan Sosial da* Jaminan Sosial'



(2) Untuk menyelenggarakan tugas polo\ sebagaimana

dimaksud paia 
"V"i 

(1), Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan
Sosial mempunyai fungsi :

a.Memahamiperaturanperundang-undangandan
ketentuan lain yang diperlukan untuk pedoman

melaksanakan tugas;

b.MenyusunprogramkerjaSeksiBantuanSosialdan
Jaminan Sosial dan pen5rusunan program sebagai

pedoman melaksanakan tugas;

c, Melaksanaan pembinaan, pengendalian' pengembangan

pelayanan bantuan sosial masyarakat;

d.MenyusunprogramkerjaPelayanandanRehabilitasi
Sosial Korban Bencana;

e.Membagidanmendistribusikantugas,sertamemberikan
petunjrik kepada bawahan di linglnrngan seksi Bantuan
-sosiat 

dan Jaminan Sosial dalam pen5rusunan program

sesuaibidangtugasnyamasing-masingagarSemllatugas
terbagi rr"uii "Jrt dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan

pemetaan daerah rawar bencana ;

g. Melaksanakan pengelolaan peralatan penanggulangan

korban bencana;

h.MelaksanakanBufferStockpenanggulangankorban
bencana ;; kesiapsiagaan penanggulangan korban

bencanasertamempersiapkanpengelolaandapurumum;

i. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis bagr

masyarakat dala menghadapi bencana' serta

meningkatkan kemampuan Taruna Siaga Bencana

(TAGANA);

j. Mengumpulkan dan mengelolah - lahan pembinaan'

perrga*u."at, perkembangan pelaksanaan program

Jaminan Sosial sebagai pedoman standar keda;

k.Menyusundatadanlaporan-tahunanseksiBantuan
Sosialau.,,jaminanSosialuntukpelaksanaan
berilmtnYa;

l.Melaksanakantugaslainyangdiberikanpimpinansesuai
dengan bidang tugas'

Bagian KeemPat
BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Ketenagakerjaan memp-unyai
' ' me]laksanakan menyelengarakan koordinasi

peningkatan ketenagaan dan membina secara

pehkJanaan upaya produktivitas dan perencanaan

keda daerah.

tugas
usaha
teknis
tenaga



(2) Untuk menyelenggarak3l- tugas p'-k"\ ""bTlTA1
dimaksud pada ayaf (1), Bidang Ketenagakerjaan mempunyal

fungsi:
a.Menyusundanmerencanakanprogramsertalangkah.

tanglarr kegiatan bidang ketenagakerjaan sebagai acuan

pelaksanaan tugas;

b.Mengkoordinasikandanmendistribusikantugaskepada
seksi di lingkungan bidang ketenagakerja'an' bidang tugas

masing-masingagartugasdapatdilaksanakandengan
baik;

c. Memberikan petunjuk kepada para kepaf seksi di bidang_ketenagakerjaan,u.it.tertulismaupunlisanagartugas

Japat 
"aiut""rrakan sesuai dengan pemndang-undangan

yang berlaku;

d. Mengoreksi dan mencermati hasil kerja parl seksi di

lingkungan 
-Uiatt g ketenagaketju?'' sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan yang Ueitatm agar tidak terjadi

kesalahan atau kekeliruan;

e.Mengevaluasidanmenilaihasilkerjaparakepalaseksidi
lingkungan bidang ketenagakeqa3n' berdasarkan hasil

kegiatan ,""g aicipai sebigai b4* pembuatan Daftar
peiitaian PreJasi Xirja dan peningkatan karier;

f. Menyelengarakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan

program kegiatan ketenagakedaan;

g.Mengkoordinasikandenganinstansiterkaitdalamupaya" peniigkatan ketenagakerjaan di daerah;

h.Menyelengarakansupervisibimbinganteknispelaksanaan
ketenagakerjaan;

i.Mengkoordinasikanpenyusunanlaporanbulanan,triwulan
dan t"tt rtt.r/LAKIi Oi"t* Sosial, Tenaga Kelia' dan

TransmigrasiKabupatenKatinganyangbersumberdari
data laporan paraBidang, Sekretariat ;

j.Melakukantugaslainyangdiberikanolehkepaladinas.

(3) Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan :

a. Seksi Perencanaan, Penempatan, dan Perluasan Tenaga

Kerja;

b. seksi Pelatihan, Peningkatan Froduktivitas dan

Pemagangan Tenaga Kerja;

c. seksi Pembinaan d.an Pengawasan Tenaga Kerja-

Paragraf 1

Seksi perencanaan, Penempati.n dan Perluasan Tenaga Kerja

Pasal 14

Perencanaan, Penempatan, dan Perluasan
mempunyai tugas melakukan perencanaan'
dan pengembanganserta pengawasan

dan penyaluranpenyelenggaraan,
tenaga kerja.

(1) Kepala Seksi
Tenaga Kerja
pembinaan

kegiatan PenemPatan



(2) Untuk menyelenggarakan- tugas pokok sebagaimana

dimaksud pad^ ^yit 
(1), Seksi Perencanaan, Penempatan,

dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan- 
lain yang diperlukan ,,''tuk pedoman melaksanakan tugas;

b.MenyusunprogramkerjaseksiPerencanaan'Penempatan'
dan pertuasai Tenaga Kerja sebagai pedoman

melaksanakan tugas;

c.Membagidanmendistribusikantugas,sertamemberikan
petunju-k 

--L"p"a* bawahan di lingkungan ::ryi
Perencan""rr,-P"rempatan,danPerluasanTenagaKerja
sesuaibidangtugasnyamasing-masingagarsem.ultugas
terbagi habiJ, *Jrt* dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuar, ""ri" 
perundang-undangan yang berlaku;

d.Melaksanakanpengendalianpemberianijinpendirian
Lembaga e"rrg"t;h f"t'"g" Kerja Swasta' 

-SPP 
Akad' Bursa

Kerja aan rcmbaga Penyuluh Bimbingan Jabatan;

e. Menyiapkan bahan penerbitan pengesahan perpanjTg"l
RPTKA, pltp"":""[an rjin memperkerjakan tenaga kerja

asing (IIWTAf dntastaUupaten/kota'. dan pelaksanaan

p"*6irr""r, penempatan l"ttagt kerja pemuda' wanita'

penyandang cacat dan lanjut usia;

f. Melaksanakan perencanaan, perumusan pedoman

penyuluhan,bimbinganteknisbagitenagakerjamandiri
dantenaga kerja sukarela (TKS);

g. Menyelenggarakan penciptaan - .kesempatan kerja'
" perluasan terja dan penempatan kerja;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i.Melaksanakantugaslainyangdiberikanpimpinansesuai
dengan bidang tugas'

Paragtaf 2

SeksiPelatihan,PeningkatanProduktivitas
dan Pemagangan Tenaga Keda

Pasal L5

(1)KepalaSeksiPelatihan,Peningkatan-Produktivitas,dan
Pemagang.r, f".r"g" Kerja mempunyai hrgas melakukan

pembinaan 
- 

pelatlhan 
-kerja, men,rursun standarisasi,

sertifikasidanpemagangandidalamdanluarnegeri.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas Po|gk sebagaimana

dimaksud pia" #"t (1), Seksi Pelatihan, Peningkatan

Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja, mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan pen5rusunarl perencanaan umum dan

pembiayaan jaringan jalan kabupaten;

b. Pen5rusunan pedoaman operasional penyelenggaraan-:{an
kabupatendenganmemperhatikankeserasiandalam
wilaYah kabuPaten;



c.

d.

e.

f.

1.

oD'

h.

Penetapan status jrlat kabuPaten;

Penyiapan penyelenggaraan pembangunan/peningkatan
jalan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan;

Pengumpulan dan pengelolahan data keadaan jalan;

Pengelolaan serta penyiapan bahan petud.uk teknis dan

il;;J"k petakJanaan yang berkaitan dengan

pembangullan' Peningkatan dan

iehabilitasi / pemeliharaan j alan;

Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan

jalai kabup-aten/kota dan jalan desa;

Pembiayaan pembangunal/peningkatan jal"n
rehabilitasi / pemeliharaan jalan ;

Pembiayaanpembangunan/peningkatandanrehabilitasi/
;;;;tid*"an jalan kibupaten dan jalan desa; dan

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/fungsi'

Paragaf 3
seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja

untuk

dan

j.

Pasal 16

(1) Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga

mempuny€u tugas melakukan pengawasan tenaga

meliputinorrna"t.tj*,danperlindungantenagakerja
persyaratan kerja.

(2) Untuk menyelenggarakT . tugas pokok sebagaimana

dimaksudpada.y"tltl,SeksiPembinaandanPengawasan'
Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lain yang diperlukan untuk pedoman

melaksanakan tugas;

b. Men5rusun program kerja seksi 
. 
Pembinaan dan

Pengawasan ienag" Kerja sebagai pedoman

melaksanakan tugas;

c.Membagidanmendistribusikantugas,sertamemberikan
petunjrik kepada bawahan di linglmngan _seksi 

Pembinaan

d*p"''gawasanTenagaKerjasesuai.bidangtugasnya
masing-masingagarsemuatugasterlraglhabis,serta
dapat- dilaksanalian sesuai dengan ketentuan serta

perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan pelayanan pembinaan hubungan

industrial-l*n kesejahteraan pekerja dalam penetapan

Upah Minimum;

e.Menyelenggarakanpenyuluhan,sosialisasidanadvokasi
mengenaiF6rundani-undangan ketenagakerj aan;

f. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Melaksanakantugaslainyangdiberikanpimpinansesuai
dengan bidang tugas'

Kerja
kerja
serta



Bagran Kelima
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai trrgas

menyeleng"t"t"i pembinaan, dan mengadakan kerjasama

dan kosultasi i"rrg"tt instansi terkait sehubungan dengan

penyelenggaraan ketransmigrasian

(2) Untuk menyelenggarakan.. tugas poko-k sebagaimana

dimaksud p"a" 
*"v"t 

(1), -Bidang Ketransmigrasian

memPunyai fungsi :

a. Men5rusun dan merencanakan program serta langkah-

tangicatr r.Lgi"t"" bidang ketransmigrasian sebagai acuan

pelaksanaan tugas;

b.Mengkoordinasikandanmendistribusikantugaskepada
seksi ai'rirgt "g"" 

bidang ketransmigrasian sesuai

bidang t"g?t "masing-masing agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik;

c.Memberikanpetunjukkepadaparaseksidilingkungan
bidangketransmigrasianbaiktertulismaupunlisanagar
tugas-dapat dilafsanakan sesuai pemndang-undangan
yang berlaku;

d.Mengoreksidanmencermatihasilkerjapara.seksidi
lingkunganbidangketransmigrasian,sesuaidengan
p.iuniul dan ketentuan yang berlaku agar udak terjadi

kesalahan atau kekeliruan;

e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja para kepala seksi di

lingkungan bidang ketransmigrasian, berdasarkan hasil

telatan v""s diclpai sebagai bahan pembuatan Daftar
penilaian preJtasi Kerja dan peningkatan karier;

f. Menyelengarakan pembinaan bidang ketransmigrasian di
unit organisasi UPT;

g.MelaporkanSemuapelaksanaantugasdankegiatana 
bidang ketransmigrasian kepada kepata-dinas baik secara

lisan maupun te-rtulis disertai saran dan pertimbangan

untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;

h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala

dinas.

i. Mengkoordinasikan pen1rusunan 
- 

laporan b'I3nT'
triwuhn ian tahun""imrce Dinas Sosial, Tenaga Kepa,

dan Transmigrasi Kabupaten Katingan yang bersumber

daridatalaporanparaBidangdanSekretariat.
(3) Bidang Ketransmigrasian, membawahkan :

a. Seksi Penyrapan Permukiman dan Penempatan;

b. Seksi PemberdayaarL Masyarakat dan Fasilitasi
PerPindahan; dan

c. Seksi Peningkatan Mutu dan Ketrampilan'



Paragraf L

Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Penyiapan - Permukiman dan Penempatan

mempunyar tugas melakukan Penyiapan pelaksanaan

pl"v"ai.l""/pengurusan pencadangan areal dan pelepasan

kawasan hutan;

(2) Untuk menyeleneg"t k"l tugas pok* sebagaimana

dimaksud puhu "y?i 1r1, Seksi renyiapan Permukiman dan

PenemPatan memPunYai fungsi :

a.MemahamiPeraturanperundang-undangl"d""ketentuan
lainyangdiperlukan,',tot.pedomanmelaksanakantugas;

b. Menyiapkan bahan pengukuran [ta.s keliling dan- 
pen;aplingan lahan ttatt"*Igosi, serta 9?h* ryl1r1:I}1]::
status t"r.r, dan sertifikat lahan permukiman transmlgrasl

sertausulanprogramcalonlokasiberpedomanpada
penetaPan tata ruang kabuPaten ;

c. Membagi dan mendistribusikan tugas, serta memberikan

petunjrik kepada bawahan di lingkungan seksi Penyiapan

ir"r*rrki*.o dan Penempatan sesuai bidang tugasnya

masing-masingagal""*,"tugasterbagihabis,sertadapat
dilaksanat 

"r, 
"""Jrrai dengan ketentuan serta perundang-

undangan Yang berlaku;

d. Memeriksa dan mengoreksi naskah hasil kerja bawahan di

lingkunganseksieenyiapanPermukimandanPenempatan
untukmenghindaridarikesalahan/kekeliruan;

e.Menyiapkanpedomansaranadanprasaranaperencanaan
teknis-permukimall,perencanaandanpembangunan
penrmah"" a"" pri*rrki*"r, di kawasan Transmigrasi

sertapengawasandanpenyediaanprasaranadanSarana
permukiman ;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sarana

dan pras arar:radi permukiman transmigrasi;

g.Menyiapkanpengelolaanmasalahlingl.nrngan,spesifikasi
teknis lahan a"r, at"it ase, bangunan fasilitas umum dan

Saranaairbersihsertapemeliharaannyadanmen5rusun
petunjuk teknis inventaris, identifikasi potensi kawasan

lingkungan;

h.Melaksanakantugaslainyangdiberikanpimpinansesuai
dengan bidang tugas.

Patagrafl2
seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitas Perpindahan

Pasal 19

(1)KepalaseksiPemberdayaanMasyarakatdanFasilitas' 'Perpindahan mempunyaiiugas melakuk3n pgnyilp"l b**
pedtman UimUingan plmbinLan ekonomi, sosial dan budaya,

d"r, p"."ebaran pEnauaut serta pengawasan Teknis'



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksuA paia *y"f1t1, seksi Pemberdayaad' Masyarakat dan

Fasilitas Perpindahan mempunyai fungsi :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lain yang diperlukan untuk pedoman

melaksanakan tugas;

b. Menyiapkan bahan pedoman, pemllnaarr petunjuk

teknis,koordinasidanjadwalindentifikasipenyeb**l
serta *ouilit", penduduk, juklak angtmt darat, sungai,

permakananselamadalamperjalanandanpenampungall
di transito;

c. Men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan; angkutan

transmigran, trt tlg 
-bt*a'u't', pembgrian p"ry4TT'

serta SK'Siap ferimiPenempatan (STP) dan jadwal STP;

d. Memberikan penyuluhan, pembentukan' pembinaan

kelompok tani Iiuo, TPK desa, dan pengembangan

usaha ekonomi pedesaan pertanian maupun non

pertanian;

e. Melakukan pembinaan sosial budaya, dan

tremasyarakatan, kesehatan serta kesetiakawanan

sosial;

f.Menyusunmendatapotensihasilpertaniansecara- 
*.rr!"luruh , serta penggunaan jasa industri;

g. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Mutu dan Keterampilan

Pasal 2O

(1)KepalaseksiPeningkatan.MutudanKetrampilanmempunyai'-' t j." melakukan pembinaan koordinasi penyelenggaraan

motivasi dan penirrik tr' mutu ketrampilan dalam rangka

peningkatan kualitas sumber daya manusia'

(2) Untuk menyelenggarakan tugas gokgk sebagaimana

dimaksud p"a, ii", (1), SekJi Peningkatan Mutu dan

KetramPilan memPunYai fungsi :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lain yang diperlukan untuk pedoman

melaksanakan tugas;

b.Menyusunperencanaarlprogrampelatihan'bimtek'-p""y"luhan*sesuaidengankebuhrhanUPTuntuk

ir""g.muangan sumber daya manusia para transmigran;

c.Menyiapkankerangkaacuanpelatihan'jadwal'
kurikulum pelatihan dan koordinasi kebutuhan nara

sumber/ tett"g" pengqjar, panitia, peserta pelatihan;

d. Melaksanakan pelatihan formal dan non formal/
ketramPilan;



*, *#elakukan evaluasi dan oelaporan pelaksanaan

pelatihan;

t"Melaporkanhasilpelaksanaankegiatansesuaiprosedur
cian keientuan Yang ditetaPkan;

HAB IV
KELOMPOK JABATAN F'UNGS]ONAL

Pas*I21

r il l€eiompok Jabatan Fungsional 3:Tpunyai . 
tugas

rmiaksanakan sebagian tugaJDinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi *"*ri-i dengan bidang keahliannya dan

kebutuhan;

i2l Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanl dimaksud pada
-' 

ayat 1i1, aipimpin oleh sLorang tenaga_fungsional senior yang

Ai t""irrf. dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas;

{3}JumlahJabatarrFungsionalseba'gaimanayangdimaksud'-' pa.da ayal (21, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja; dan

14) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana.yang dirnaksud pada
' '*y*t {3}, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Plnrndang-Undangan yang berlaku'

BAE V
LTHIT PEI.,AKSANA TEKNIS DINAS

F**d' 22

e}11it f+elaksana Teknis Dinas {uPTDl Sosial, Tenaga Kerja dan

?iarrsmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang

***p.rr{r"i t rg"* membantu Kepala Dinas dalam hal

rsehtsanakan "!b*gi*t 
kegiatan teknis operasional di Bidang

Sosial, Tenaga Kerjl dan transmigrasi dan kegiatan teknis
penunjang iainnYa.

Fa*€J 23

IJ*it plaksana teknis Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan

Tranemigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis
aperasional di bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi;

b. Melaksanakan administrasi, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, sarana dan prasaralla sosial, tenaga kerja

dan transmigrasi;

C.&{elaksanakanpembinaandanPengawasan.dalam
ptty"t"t ggara€Ln bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi;

d. Menyediakan data dan informasi sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi semua jenis;



e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Program dan kegiatan
transmigrasi;

serta pelaPoran terhadaP
sosial, tenaga kerja dan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, lb - z^Va \b

f.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas' Kepala

Bidang, Kepala Seksi serta pemegallg Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi,' intef,ras-i, simplikasi d-1n sinkronisasi

secara vertikal ""rt" 
horizontal baik datam lingkungan Kantor maupun

instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing'

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasannya masing-masing serta

**oy**paikan laporan tepat pada waktunya'

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,,m3ka Peraturan Bupati Katingan

Nomor 15 Tahun 2OO9 tentang Tuias Pokok dan Fungsi Dinas Sosial' Tenaga

Kerja dan transmigrasi XaU-r1f"Ln Katingan (Berita Daerah Kabupaten

Katingan Tahun z1b:g Nomor tS) aicaUut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 26

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat- mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan n"p"fi ini dengai penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal,l+'L - ?-o\b

RAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR ZgN

H.AHMAD YANTENGLIE


